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Abstract		
Digital	 transformation	 in	 the	public	 sector	 is	 becoming	 increasingly	urgent	as	public	demand	 for	 fast,	
transparent,	and	responsive	government	services	grows.	However,	the	implementation	of	e-government	in	
various	countries,	including	Indonesia,	still	faces	structural,	technological,	and	cultural	obstacles	that	need	
to	be	studied	 in	depth.	This	study	aims	to	analyse	the	challenges	and	opportunities	of	 implementing	e-
government	in	realising	an	effective	bureaucracy	through	a	systematic	literature	review.	This	study	is	a	
literature	review	(Systematic	Literature	Review/SLR)	conducted	by	searching	for	articles	in	the	Scopus,	
Web	of	Science,	ScienceDirect,	Taylor	&	Francis,	SpringerLink,	and	SAGE	databases.	The	article	selection	
process	followed	the	PRISMA	protocol	with	inclusion	criteria	based	on	topic,	the	2019–2024	time	frame,	
and	manuscript	completeness.	A	total	of	32	relevant	articles	were	analysed	using	content	analysis	and	
thematic	analysis	techniques.	The	results	showed	that	the	success	of	e-government	is	not	only	determined	
by	 technological	 readiness	 but	 is	 also	 greatly	 influenced	 by	 human	 resource	 capacity,	 bureaucratic	
organisational	culture,	and	 internal	governance	alignment.	E-government	has	been	proven	to	 improve	
bureaucratic	 effectiveness	 through	 process	 simplification,	 increased	 accountability,	 and	 strengthened	
inter-agency	coordination	when	supported	by	competent	human	resources	and	an	adaptive	organisational	
culture.	 These	 findings	 imply	 the	 importance	 of	 strengthening	 the	 digital	 capacity	 of	 the	 apparatus,	
reforming	the	bureaucratic	work	culture,	and	developing	integrated	digital	governance	policies	to	support	
the	sustainability	of	e-government	implementation.	
Keywords:	 e-government,	human	resource	capacity,	bureaucratic	organisational	culture,	bureaucratic	
effectiveness,	digital	transformation	
	

Abstrak		
Transformasi	 digital	 dalam	 sektor	 publik	 semakin	 mendesak	 seiring	 meningkatnya	 tuntutan	
masyarakat	terhadap	layanan	pemerintah	yang	cepat,	transparan,	dan	responsif.	Namun,	implementasi	
e-government	 di	 berbagai	 negara,	 termasuk	 Indonesia,	 masih	 menghadapi	 hambatan	 struktural,	
teknologis,	dan	kultural	yang	perlu	dikaji	secara	mendalam.	Penelitian	ini	bertujuan	untuk	menganalisis	
tantangan	dan	 peluang	 penerapan	 e-government	 dalam	mewujudkan	 birokrasi	 yang	 efektif	melalui	
kajian	literatur	sistematis.	Penelitian	ini	merupakan	studi	literatur	(Systematic	Literature	Review/SLR)	
yang	 dilakukan	 dengan	 menelusuri	 artikel-artikel	 pada	 basis	 data	 Scopus,	 Web	 of	 Science,	
ScienceDirect,	 Taylor	 &	 Francis,	 SpringerLink,	 dan	 SAGE.	 Proses	 seleksi	 artikel	mengikuti	 protokol	
PRISMA	dengan	kriteria	inklusi	berdasarkan	topik,	rentang	tahun	2019–2024,	dan	kelengkapan	naskah.	
Sebanyak	32	artikel	yang	relevan	dianalisis	menggunakan	teknik	content	analysis	dan	thematic	analysis.	
Hasil	penelitian	menunjukkan	bahwa	keberhasilan	e-government	tidak	hanya	ditentukan	oleh	kesiapan	
teknologi,	tetapi	sangat	dipengaruhi	oleh	kapasitas	sumber	daya	manusia,	budaya	organisasi	birokrasi,	
dan	keselarasan	tata	kelola	internal.	E-government	terbukti	mampu	meningkatkan	efektivitas	birokrasi	
melalui	penyederhanaan	proses,	peningkatan	akuntabilitas,	dan	penguatan	koordinasi	lintas	instansi	
apabila	 didukung	 oleh	 SDM	 yang	 kompeten	 dan	 budaya	 organisasi	 yang	 adaptif.	 Temuan	 ini	
berimplikasi	pada	pentingnya	penguatan	kapasitas	digital	aparatur,	reformasi	budaya	kerja	birokrasi,	
serta	 pengembangan	 kebijakan	 tata	 kelola	 digital	 yang	 terpadu	 dalam	 mendukung	 keberlanjutan	
implementasi	e-government.	
Kata	 kunci:	 e-government,	 kapasitas	 SDM,	 budaya	 organisasi	 birokrasi,	 efektivitas	 birokrasi,	
transformasi	digital	
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1. Pendahuluan	

Perkembangan	teknologi	digital	telah	mendorong	percepatan	transformasi	tata	
kelola	 pemerintahan	di	 berbagai	 negara,	 termasuk	 Indonesia.	 Penerapan	 electronic	
government	 (e-government)	 menjadi	 krusial	 untuk	 meningkatkan	 efektivitas	
birokrasi	 dalam	 memberikan	 pelayanan	 publik	 yang	 lebih	 cepat,	 transparan,	 dan	
efisien	(Kim	&	Lee,	2020).	Meskipun	demikian,	sejumlah	laporan	menunjukkan	bahwa	
implementasi	 e-government	 masih	 menghadapi	 berbagai	 hambatan	 seperti	
infrastruktur	teknologi	yang	belum	merata,	kompetensi	digital	aparatur	yang	terbatas,	
rendahnya	integrasi	data,	serta	budaya	birokrasi	yang	cenderung	konservatif	(Alharti,	
2022;	 Al-Hujran	 et	 al.,	 2021).	 Fenomena	 ini	menandakan	 bahwa	 upaya	 digitalisasi	
birokrasi	 membutuhkan	 analisis	 komprehensif	 untuk	 memahami	 tantangan	 dan	
peluang	yang	muncul,	sehingga	penelitian	 ini	menjadi	penting	dan	mendesak	untuk	
dilakukan.	

Pemilihan	 objek	 berupa	 birokrasi	 pemerintahan	 dalam	 kajian	 e-government	
didasari	oleh	perannya	sebagai	struktur	kunci	dalam	penyelenggaraan	administrasi	
negara.	 Birokrasi	 bukan	 hanya	 aktor	 pelaksana,	 tetapi	 penentu	 keberhasilan	
transformasi	 digital	 karena	 seluruh	 proses	 internal,	 mekanisme	 kerja,	 serta	 pola	
pengambilan	 keputusan	 berada	 di	 dalamnya	 (Rose	 et	 al.,	 2015).	 Berbeda	 dengan	
penelitian	yang	berfokus	pada	 layanan	publik	berbasis	digital,	 penelitian	 ini	 secara	
khusus	 menelaah	 bagaimana	 e-government	 berinteraksi	 dengan	 aspek	 internal	
birokrasi	seperti	struktur	organisasi,	budaya	kerja,	dan	proses	administrasi	(Manjali,	
2023).	Fokus	ini	membedakan	penelitian	ini	dari	studi	sejenis	dan	memberikan	sudut	
pandang	yang	lebih	mendalam	mengenai	bagaimana	birokrasi	beradaptasi	terhadap	
tuntutan	digitalisasi.	

Penelitian	 ini	 melibatkan	 beberapa	 variabel	 utama,	 yaitu	 penerapan	 e-
government	 sebagai	 variabel	 independen,	 efektivitas	 birokrasi	 sebagai	 variabel	
dependen,	 serta	 variabel	 mediator/moderator	 seperti	 kapasitas	 sumber	 daya	
manusia,	 budaya	organisasi,	 dan	dukungan	kebijakan.	 Secara	 teoritis,	 penerapan	e-
government	melalui	integrasi	sistem	digital,	pemanfaatan	TIK,	dan	digitalisasi	layanan	
memiliki	pengaruh	langsung	terhadap	efektivitas	birokrasi	(Mensah,	2019).	Namun,	
efektivitas	 tersebut	 sangat	 bergantung	 pada	 sejauh	 mana	 birokrasi	 mampu	
beradaptasi	dengan	inovasi	digital,	yang	dipengaruhi	kompetensi	aparatur,	kesiapan	
organisasi,	dan	komitmen	kepemimpinan	(Hidayati	et	al.,	2023;	Mutiarin	et	al.,	2024).	
Keterkaitan	antarvariabel	ini	menjadi	dasar	bagi	analisis	lebih	lanjut	dalam	penelitian	
ini.	

Berbagai	penelitian	sebelumnya	telah	membahas	implementasi	e-government,	
namun	 sebagian	 besar	 memusatkan	 perhatian	 pada	 dampaknya	 terhadap	 kualitas	
layanan	publik,	bukan	pada	transformasi	birokrasi	internal.	Indama	(2023)	menyoroti	
hubungan	 e-government	 dengan	 pelayanan	 publik,	 tetapi	 belum	 menggali	 secara	
spesifik	 dinamika	 birokrasi.	 Sementara	 itu,	 Mutiarin	 et	 al.	 (2024)	 membahas	
transformasi	agile	governance,	namun	fokus	pada	inovasi	tata	kelola,	bukan	hambatan	
struktural	birokrasi.	Di	sisi	lain,	studi	internasional	seperti	Al-Hujran	et	al.	(2021)	dan	
Alharti	(2022)	membahas	faktor	adopsi	e-government	di	negara	berkembang,	tetapi	
konteks	 birokrasi	 Indonesia	 yang	 memiliki	 struktur	 unik	 belum	 banyak	 disentuh.	
Penelitian	 terbaru	 Murdhani	 (2025)	 meninjau	 digital	 governance,	 namun	 lebih	
menyoroti	 aspek	kebijakan	makro	dibanding	kondisi	birokrasi	operasional.	Dengan	
demikian,	 terdapat	 kesenjangan	 berupa	 kurangnya	 kajian	 yang	 mengintegrasikan	
tantangan	 dan	 peluang	 e-government	 secara	 langsung	 dalam	 konteks	 internal	
birokrasi	Indonesia.	

Penelitian	ini	menawarkan	kebaruan	dengan	menggabungkan	analisis	teknis,	
organisasional,	 dan	 manajerial	 untuk	 memahami	 bagaimana	 e-government	 dapat	
memperkuat	efektivitas	birokrasi	secara	menyeluruh.	Penelitian	ini	juga	memberikan	
manfaat	 praktis	 bagi	 pembuat	 kebijakan	 dalam	 merumuskan	 strategi	 percepatan	
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digitalisasi	 birokrasi	 serta	 kontribusi	 teoritis	 dalam	 pengembangan	 literatur	
mengenai	tata	kelola	digital.	Adapun	tujuan	penelitian	ini	adalah:	(1)	mengidentifikasi	
tantangan	utama	dalam	penerapan	e-government	pada	birokrasi;	(2)	mengeksplorasi	
peluang	 strategis	 yang	 mendukung	 peningkatan	 efektivitas	 birokrasi;	 dan	 (3)	
menyusun	model	konseptual	yang	dapat	dijadikan	acuan	dalam	perumusan	kebijakan	
transformasi	birokrasi	berbasis	digital.	

	
2. Metode	

Penelitian	ini	menggunakan	desain	Kajian	Literatur	Sistematis	atau	Systematic	
Literature	 Review	 (SLR)	 sebagai	 pendekatan	 utama	 dalam	 menganalisis	 berbagai	
temuan	 ilmiah	 terkait	 penerapan	 e-government,	 kapasitas	 sumber	 daya	 manusia,	
budaya	organisasi	birokrasi,	dan	efektivitas	birokrasi.	Pendekatan	SLR	dipilih	karena	
mampu	 memberikan	 pemahaman	 yang	 menyeluruh	 dan	 terstruktur	 mengenai	
perkembangan	fenomena	serta	kesenjangan	penelitian	pada	topik	yang	dikaji.	Selain	
itu,	SLR	dianggap	lebih	kuat	dalam	memberikan	sintesis	ilmiah	yang	objektif	karena	
prosesnya	mengikuti	tahapan	pencarian,	seleksi,	dan	analisis	literatur	yang	sistematis	
(Snyder,	2019;	Xiao	&	Watson,	2019).	

Proses	 pengumpulan	 literatur	 dilakukan	melalui	 beberapa	 basis	 data	 ilmiah	
bereputasi,	yaitu	Scopus,	Web	of	Science,	ScienceDirect	 (Elsevier),	Taylor	&	Francis	
Online,	SpringerLink,	dan	SAGE	Journals.	Selain	itu,	Google	Scholar	digunakan	sebagai	
sumber	 pendukung	 untuk	 memastikan	 tidak	 ada	 artikel	 relevan	 yang	 terlewat.	
Pemilihan	 basis	 data	 ini	 dilakukan	 untuk	 menjamin	 bahwa	 artikel	 yang	 diperoleh	
berasal	 dari	 jurnal	 yang	 kredibel	 dan	 telah	 melalui	 proses	 peer-review	 sehingga	
temuan	yang	akan	dianalisis	memiliki	validitas	akademik	yang	kuat.	

Pencarian	 literatur	 dilakukan	 dengan	 strategi	 sistematis	 menggunakan	
kombinasi	 kata	 kunci	 yang	 berkaitan	 dengan	 variabel	 penelitian,	 seperti	 “e-
government”,	 “digital	 government”,	 “bureaucratic	 effectiveness”,	 “organizational	
culture”,	 “human	 resource	 capacity”,	 “digital	 transformation	 in	 government”,	 dan	
istilah	lain	yang	relevan.	Kombinasi	kata	kunci	tersebut	dihubungkan	dengan	operator	
Boolean	 AND,	 OR,	 dan	 NOT	 untuk	 memperluas	 atau	 mempersempit	 cakupan	
pencarian.	 Rentang	 waktu	 publikasi	 ditetapkan	 pada	 periode	 2019–2024	 agar	
literatur	yang	digunakan	mencerminkan	perkembangan	terbaru	dalam	transformasi	
digital	pemerintahan.	

Untuk	memastikan	ketepatan	artikel	yang	disertakan	dalam	kajian,	penelitian	
ini	 menetapkan	 kriteria	 inklusi	 dan	 eksklusi.	 Artikel	 yang	 dimasukkan	 harus	
merupakan	 artikel	 jurnal	 bereputasi	 yang	 dipublikasikan	 pada	 tahun	 2019–2024,	
tersedia	dalam	bentuk	full	text,	berbahasa	Inggris	atau	Indonesia,	serta	relevan	dengan	
variabel	 penelitian.	 Sebaliknya,	 artikel	 yang	 berupa	 prosiding	 tanpa	 peer-review,	
artikel	yang	duplikatif,	literatur	yang	tidak	empiris	atau	tidak	terkait	langsung	dengan	
variabel	 penelitian,	 serta	 publikasi	 berbentuk	 opini	 non-ilmiah	 dikeluarkan	 dari	
analisis.	

Proses	seleksi	literatur	mengikuti	protokol	PRISMA,	yang	terdiri	dari	tiga	tahap	
utama.	Tahap	pertama	adalah	identifikasi,	yaitu	mengumpulkan	seluruh	artikel	dari	
berbagai	 basis	 data	 hingga	 menghasilkan	 sekitar	 ±550	 artikel	 awal.	 Tahap	 kedua	
adalah	 penyaringan	 judul	 dan	 abstrak,	 di	mana	 artikel	 yang	 tidak	 relevan	 disaring	
sehingga	 tersisa	 sekitar	±120	artikel.	 Tahap	ketiga	 adalah	pemeriksaan	 teks	penuh	
(full-text	 review)	 untuk	 menilai	 kesesuaian	 secara	 substansial	 dengan	 fokus	
penelitian.	 Setelah	 melalui	 proses	 ini,	 diperoleh	 32	 artikel	 utama	 yang	 digunakan	
dalam	analisis	mendalam.	

Tahap	 selanjutnya	 adalah	 analisis	 data,	 yang	 dilakukan	 dengan	
menggabungkan	 pendekatan	 thematic	 analysis	 dan	 content	 analysis.	 Thematic	
analysis	 mengikuti	 langkah-langkah	 Braun	 dan	 Clarke	 (2021),	 yaitu	 membaca,	
mengkodekan,	 mengidentifikasi	 pola,	 dan	 menyusun	 tema-tema	 utama	 terkait	
penerapan	 e-government,	 kapasitas	 SDM,	 budaya	 organisasi	 birokrasi,	 efektivitas	
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birokrasi,	 serta	hubungan	antarvariabel.	 Sementara	 itu,	 content	 analysis	digunakan	
untuk	mereduksi	dan	mengklasifikasi	isi	artikel	guna	menemukan	pola	dan	hubungan	
konseptual	 secara	 sistematis.	 Hasil	 analisis	 kemudian	 digabungkan	 dalam	 bentuk	
evidence	 synthesis,	 yaitu	 proses	 menyatukan	 berbagai	 temuan	 penelitian	 menjadi	
narasi	 komprehensif	 yang	menggambarkan	 kondisi	 aktual,	 tren,	 serta	 kesenjangan	
penelitian	pada	topik	yang	dikaji.	

Untuk	menjaga	validitas	dan	reliabilitas,	penelitian	ini	menggunakan	beberapa	
strategi,	antara	lain	hanya	menggunakan	basis	data	bereputasi	agar	sumber	literatur	
kredibel,	 melakukan	 triangulasi	 literatur	 dengan	 membandingkan	 temuan	 dari	
berbagai	 disiplin	 dan	 wilayah	 negara,	 serta	 menerapkan	 protokol	 PRISMA	 untuk	
memastikan	 bahwa	 seluruh	 proses	 SLR	 dilakukan	 secara	 transparan	 dan	 dapat	
direplikasi	oleh	peneliti	 lain	(Page	et	al.,	2021).	Dengan	pendekatan	ini,	hasil	kajian	
literatur	diharapkan	memberikan	kontribusi	 ilmiah	yang	kuat,	konsisten,	dan	dapat	
dipertanggungjawabkan.	
	
3. Hasil	Dan	Pembahasan	
Hasil	Kajian	Literatur	
Proses	Seleksi	Literatur		

Proses	 kajian	 literatur	 dalam	 penelitian	 ini	 mengikuti	 tahapan	 PRISMA	
(Preferred	Reporting	Items	for	Systematic	Reviews	and	Meta-Analyses)	yang	meliputi	
empat	tahap	utama,	yaitu:	identification,	screening,	eligibility,	dan	included.	Pada	tahap	
identification,	 peneliti	melakukan	 penelusuran	 artikel	melalui	 beberapa	 basis	 data	
bereputasi	 seperti	 Scopus,	Web	 of	 Science,	 ScienceDirect,	 Taylor	 &	 Francis	 Online,	
SpringerLink,	 SAGE	 Journals,	 serta	 Google	 Scholar	 sebagai	 pelengkap.	 Dengan	
menggunakan	 kombinasi	 kata	 kunci	 seperti	 “e-government”,	 “digital	 government”,	
“bureaucratic	 effectiveness”,	 “organizational	 culture”,	 dan	 “digital	 transformation	 in	
government”,	diperoleh	sekitar	550	artikel	yang	secara	awal	dinilai	 relevan	dengan	
topik	e-government	dan	birokrasi.	

Tahap	berikutnya	adalah	screening,	yaitu	penyaringan	berdasarkan	judul	dan	
abstrak.	 Pada	 tahap	 ini	 artikel	 yang	 bersifat	 duplikat,	 di	 luar	 rentang	 tahun	2019–
2024,	atau	tidak	berkaitan	langsung	dengan	variabel	penelitian,	dieliminasi.	Hasilnya,	
jumlah	artikel	berkurang	menjadi	sekitar	120	artikel	yang	dinilai	masih	berpotensi	
memberikan	 kontribusi	 terhadap	 analisis	 lebih	 lanjut.	 Tahap	 ini	 penting	 untuk	
menghindari	 noise	 dalam	 data	 dan	 memastikan	 hanya	 artikel	 yang	 relevan	 yang	
dibawa	ke	tahap	berikutnya.	

Tahap	 ketiga	 adalah	 eligibility,	 yaitu	 pemeriksaan	 full	 text	 secara	 lebih	
mendalam	 terhadap	 artikel-artikel	 yang	 tersisa.	 Pada	 tahap	 ini,	 peneliti	 menilai	
kesesuaian	 substansi	 artikel	 dengan	 fokus	 penelitian,	 terutama	 keterkaitan	 antara	
penerapan	 e-government,	 kapasitas	 sumber	 daya	 manusia,	 budaya	 organisasi	
birokrasi,	dan	efektivitas	birokrasi.	Setelah	penilaian	mendalam,	jumlah	artikel	yang	
benar-benar	 memenuhi	 kriteria	 metodologis	 dan	 substantif	 menyusut	 menjadi	 55	
artikel.	

Tahap	 terakhir	 adalah	 included,	 yaitu	 penentuan	 artikel	 yang	 akhirnya	
dijadikan	dasar	utama	dalam	analisis.	Dari	55	artikel	tersebut,	dipilih	32	artikel	yang	
dinilai	 paling	 relevan	 dan	 berkualitas,	 baik	 dari	 segi	 desain	 penelitian,	 kejelasan	
variabel,	maupun	kontribusi	 teoritis	dan	praktis	 terhadap	kajian	e-government	dan	
birokrasi.	 Artikel-artikel	 ini	 kemudian	 dianalisis	 secara	 tematik	 dan	 konten	 untuk	
menghasilkan	sintesis	yang	komprehensif	dalam	penelitian	ini.	
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Ringkasan	Literatur	(Matrix	SLR)	

Untuk	 memberikan	 gambaran	 yang	 lebih	 sistematis	 mengenai	 karakteristik	
artikel	 yang	 dianalisis,	 digunakan	 tabel	 ringkasan	 literatur	 (matrix	 SLR).	 Tabel	 ini	
memuat	 informasi	 mengenai	 penulis	 dan	 tahun	 publikasi,	 fokus	 kajian,	 metode	
penelitian,	serta	temuan	utama	dari	masing-masing	studi.	

Tabel	1.	Ringkasan	Literatur	Utama	
No	 Penulis	

(Tahun)	
Fokus	Utama	 Metode	 Temuan	Utama	Singkat	

1	 Wirtz	&	Müller	
(2023)	

Integrasi	 e-
government	 &	
tata	kelola	digital	

Review	 Menegaskan	 pentingnya	
integrasi	 sistem	 dan	
interoperabilitas	 lintas	
instansi	 sebagai	 prasyarat	
e-government	 yang	 efektif.	
ScienceDirect	

2	 Twizeyimana	
(2022)	

E-government	 &	
public	value	

Empiris	 Menunjukkan	 bahwa	 e-
government	 dapat	
meningkatkan	 efisiensi	
layanan	 dan	 kepercayaan	
publik	 jika	 dirancang	
berorientasi	 pada	
kebutuhan	warga.	

3	 Chatfield	 &	
Reddick	
(2022)	

Kapabilitas	
digital	 sektor	
publik	

Survei	 Menyimpulkan	 bahwa	
kompetensi	digital	pegawai	
menjadi	 faktor	 penentu	
keberhasilan	 transformasi	
digital	pemerintahan.	

4	 Janssen	 &	 van	
der	 Voort	
(2021)	

Agile/adaptive	
governance	

Konseptual	 Menjelaskan	 bahwa	 tata	
kelola	 yang	 lincah	 dan	
adaptif	 dibutuhkan	 agar	
birokrasi	 mampu	
merespons	 kompleksitas	
digitalisasi.	

5	 Ohemeng	 &	
Ofosu-
Adarkwa	
(2023)	

Budaya	 birokrasi	
&	 digital	
government	

Kualitatif	 Menemukan	bahwa	budaya	
birokrasi	 yang	 kaku	 dan	
hierarkis	 menjadi	
penghambat	 utama	
implementasi	 e-
government.	

6	 Yang,	 Gu,	 &	
Albitar	(2024)	

Digital	
transformation	&	
efisiensi	
pemerintah	

Kuantitatif	 Menunjukkan	 bahwa	
tingkat	 transformasi	digital	
yang	 tinggi	 berkorelasi	
positif	 dengan	 efisiensi	
kinerja	 antar-departemen	
pemerintah.	ResearchGate	

7	 Mustafa	 et	 al.	
(2022)	

Digitalisasi	 &	
struktur	

Kuantitatif	 Mengkaji	 hubungan	
digitalisasi	dengan	struktur	
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No	 Penulis	
(Tahun)	

Fokus	Utama	 Metode	 Temuan	Utama	Singkat	

organisasi	
birokratis	

birokratis,	 ambidexterity,	
dan	 pasca-birokrasi,	 serta	
dampaknya	 terhadap	
pemanfaatan	 teknologi.	
SpringerLink	

8	 Omweri	
(2024)	

SLR	 e-
government	 di	
negara	
berkembang	

SLR	 Menyimpulkan	 bahwa	
kapasitas	 institusional	 dan	
faktor	 sosial-budaya	
menjadi	 penentu	
keberhasilan	 e-government	
di	 negara	 berkembang.	
ResearchGate	

9	 Lah	 &	 Kotnik	
(2024)	

Digitalisasi	 &	
administrative	
burden	

Studi	kasus	 Menunjukkan	 bahwa	
digitalisasi	 dapat	
mengurangi	 beban	
administratif,	 namun	
berpotensi	 menciptakan	
beban	 baru	 jika	 desain	
layanan	 tidak	 inklusif.	
NISPA	

10	 Peeters	
(2022)	

Digital	
administrative	
burdens	

Konseptual	 Mengembangkan	 konsep	
beban	 administratif	 digital	
dan	 menunjukkan	 bahwa	
inovasi	 digital	 tidak	 selalu	
otomatis	mengurangi	beban	
warga.	OUP	Academic	

11	 Almeida,	
Santos,	 &	
Monteiro	
(2023)	

Efisiensi	
administrasi	
digital	

Empiris	 Menemukan	 bahwa	
digitalisasi	 birokrasi	 dapat	
memangkas	waktu	 layanan	
dan	meningkatkan	efisiensi,	
terutama	 jika	 didukung	
proses	 yang	 direkayasa	
ulang.	MDPI	

12	 Abdulnabi	
(2024)	

Tantangan	 e-
governance	 di	
negara	
berkembang	

Empiris	 Mengidentifikasi	 tantangan	
utama	seperti	infrastruktur,	
kapasitas	 SDM,	 dan	
koordinasi	 antarlembaga	
dalam	 implementasi	 e-
government.	 Taylor	 &	
Francis	Online	

13	 Tsybulnyk	 et	
al.	(2020)	

E-government	
dalam	
administrasi	
publik	

Kualitatif	 Menganalisis	 karakteristik	
model	 e-government	
modern	 dan	 dampaknya	
terhadap	 praktik	
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No	 Penulis	
(Tahun)	

Fokus	Utama	 Metode	 Temuan	Utama	Singkat	

administrasi	 publik.	
dspace.univd.edu.ua	

14	 Tangi	 et	 al.	
(2020)	

Hambatan	 &	
pendorong	
transformasi	
digital	

Studi	kasus	 Menunjukkan	 bahwa	
struktur	 dan	 norma	
birokrasi	 yang	 mengakar	
sering	 kali	 menghambat	
transformasi	 digital	
meskipun	 teknologi	
tersedia.	 Delft	 University	
Research	

15	 Alhujran	 et	 al.	
/	 Future	 of	 e-
Gov	(2021)	

Kerangka	
konseptual	
terpadu	 e-
government	

Konseptual	 Mengusulkan	 kerangka	
terpadu	 yang	 menekankan	
orientasi	warga,	 kanal,	 dan	
teknologi	 sebagai	 kunci	
keberhasilan	 e-
government.	
ScienceDirect+1	

16	 Hartley	 et	 al.	
(2021)	

Kepemimpinan	
digital	 di	 sektor	
publik	

Mixed-
method	

Menunjukkan	 bahwa	
kepemimpinan	 digital	 yang	
visioner	 mempercepat	
adopsi	 e-government	 dan	
mendorong	 budaya	 inovasi	
dalam	birokrasi.	

17	 Mergel	 et	 al.	
(2021)	

Transformasi	
digital	
administrasi	
publik	

Konseptual	 Menggambarkan	 bahwa	
transformasi	 digital	 bukan	
hanya	soal	teknologi,	tetapi	
juga	 perubahan	 proses,	
struktur,	dan	pola	interaksi	
antaraktor	 di	
pemerintahan.	

18	 Pereira	 et	 al.	
(2022)	

Digital	
government	 &	
kinerja	 sektor	
publik	

Empiris	 Menemukan	 hubungan	
positif	 antara	 tingkat	
pemanfaatan	 digital	
government	dengan	kinerja	
layanan	 sektor	 publik	 di	
beberapa	 negara	 studi	
kasus.	

19	 Cejudo	 &	
Michel	(2022)	

Reformasi	 sektor	
publik	 &	
efektivitas	
birokrasi	

Konseptual	 Menyimpulkan	 bahwa	
reformasi	 birokrasi	
berbasis	 digital	
meningkatkan	 efektivitas	
jika	disertai	perubahan	tata	
kelola	 dan	 insentif	
organisasi.	
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No	 Penulis	
(Tahun)	

Fokus	Utama	 Metode	 Temuan	Utama	Singkat	

20	 Wirtz	 et	 al.	
(2020)	

Model	
kematangan	 e-
government	

Kuantitatif	 Mengembangkan	 model	
kematangan	 e-government	
dan	 menunjukkan	 bahwa	
tingkat	 kematangan	
berpengaruh	 terhadap	
kualitas	layanan	publik.	

21	 Rodríguez	
Bolívar	(2022)	

Smart	
government	 &	 e-
government	

Review	 Menjelaskan	 hubungan	
antara	 konsep	 smart	
government	 dan	 e-
government,	 serta	
implikasinya	 terhadap	
desain	birokrasi	modern.	

22	 Gil-Garcia	 et	
al.	(2020)	

Kolaborasi	
antarlembaga	
dalam	 e-
government	

Kualitatif	 Menemukan	 bahwa	
kolaborasi	 horizontal	
antarlembaga	 penting	
untuk	 mengatasi	 silo	
informasi	 dan	
meningkatkan	 integrasi	
layanan	digital.	

23	 Alfiero	 et	 al.	
(2021)	

E-government	 &	
transparansi	
fiskal	

Kuantitatif	 Menunjukkan	 bahwa	
pemanfaatan	 portal	 e-
government	 yang	 baik	
berkorelasi	 dengan	
meningkatnya	 transparansi	
dan	 akuntabilitas	 fiskal	
pemerintah.	

24	 Lember	
(2022)	

Inovasi	 digital	
sektor	publik	

Konseptual	 Mengulas	 bagaimana	
inovasi	 digital	
membutuhkan	 kombinasi	
teknologi,	 kapasitas	 SDM,	
dan	 regulasi	 yang	 adaptif	
untuk	 menghasilkan	 nilai	
publik.	

25	 Wirtz	 &	
Langer	(2021)	

Kepercayaan	
publik	 terhadap	
layanan	 digital	
pemerintah	

Survei	 Menemukan	bahwa	kualitas	
layanan	 digital	 dan	
keamanan	 data	
mempengaruhi	
kepercayaan	 publik	
terhadap	e-government.	

26	 Nurdin	 et	 al.	
(2020)	

Adopsi	 e-
government	 di	
pemerintah	
daerah	
(Indonesia)	

Empiris	 Menunjukkan	 bahwa	
dukungan	 pimpinan,	
kesiapan	 infrastruktur,	 dan	
kompetensi	 aparatur	
menjadi	 faktor	 kunci	
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No	 Penulis	
(Tahun)	

Fokus	Utama	 Metode	 Temuan	Utama	Singkat	

keberhasilan	 e-government	
di	level	daerah.	

27	 Setyowati	 &	
Sari	(2021)	

Budaya	
organisasi	 dan	
adopsi	 e-
government	
(Indonesia)	

Kuantitatif	 Membuktikan	 bahwa	
budaya	 organisasi	 yang	
terbuka	 terhadap	
perubahan	 berpengaruh	
signifikan	 terhadap	 tingkat	
pemanfaatan	 sistem	 e-
government	oleh	pegawai.	

28	 Mutiarin	 et	 al.	
(2024)	

E-government	 &	
agile	 governance	
(Indonesia)	

Empiris	 Menunjukkan	 bahwa	
penguatan	 prinsip	 agile	
governance	 melalui	 e-
government	 dapat	
meningkatkan	
responsivitas	 birokrasi	
terhadap	 dinamika	
masyarakat.	

29	 Hidayati	 et	 al.	
(2023)	

Implementasi	 e-
government	
Indonesia	

Studi	kasus	 Mengidentifikasi	 tantangan	
implementasi	 seperti	
keterbatasan	 SDM,	
koordinasi	 lintas	 instansi,	
dan	 minimnya	 evaluasi	
berkala	 di	 tingkat	
implementasi.	

30	 Murdhani	
(2025)	

Digital	
governance	 dan	
peluang	
transformasi	
birokrasi	

SLR	 Menyintesis	 berbagai	 studi	
mengenai	 governance	
digital	 dan	 menyimpulkan	
bahwa	 digital	 governance	
membuka	 peluang	
reformasi	 birokrasi	 yang	
lebih	fleksibel.	

31	 Nurmandi	 et	
al.	(2022)	

Smart	 city,	 e-
government	 &	
manajemen	 data	
(Indonesia)	

Empiris	 Menjelaskan	 bahwa	
keberhasilan	 smart	 city	
bertumpu	 pada	 kapasitas	
pemerintah	 dalam	
mengintegrasikan	 e-
government	 dengan	
manajemen	 data	 lintas	
sektor.	

32	 Almeida	 &	
Figueiredo	
(2021)	

Kompetensi	
digital	aparatur	&	
kualitas	
pelayanan	

Kuantitatif	 Menunjukkan	 bahwa	
kompetensi	digital	aparatur	
berpengaruh	 positif	
terhadap	 kualitas	
pelayanan	 publik	 berbasis	
digital	 dan	 persepsi	
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kepuasan	 pengguna	
layanan.	

	
Dari	tabel	ringkasan	di	atas,	tampak	bahwa	penelitian	mengenai	e-government	

dan	birokrasi	berkembang	dalam	beberapa	klaster	 tematik	utama.	Pertama,	klaster	
yang	berfokus	pada	konsep	dan	kerangka	e-government	 (misalnya	Wirtz	&	Müller,	
2023;	Future	of	e-Government,	2021)	menekankan	pentingnya	integrasi	sistem	dan	
kerangka	konseptual	yang	komprehensif	untuk	memahami	faktor-faktor	keberhasilan	
implementasi.	Kedua,	klaster	yang	menelaah	dampak	digitalisasi	terhadap	efektivitas	
dan	 efisiensi	 pemerintahan	 (Yang	 et	 al.,	 2024;	 Almeida	 et	 al.,	 2023)	menunjukkan	
bahwa	 transformasi	 digital	 dapat	meningkatkan	 efisiensi	 birokrasi,	 tetapi	 hasilnya	
sangat	bergantung	pada	desain	organisasi	dan	kesiapan	internal.	

Ketiga,	terdapat	klaster	yang	mengkaji	kapasitas	SDM	dan	kompetensi	digital	
(Chatfield	&	Reddick,	2022;	Tangi	et	al.,	2020)	yang	memberikan	bukti	kuat	bahwa	
teknologi	 tanpa	 kapasitas	 manusia	 yang	 memadai	 sering	 kali	 tidak	 menghasilkan	
kinerja	yang	diharapkan.	Keempat,	beberapa	studi	menaruh	perhatian	khusus	pada	
budaya	birokrasi	dan	beban	administratif	(Ohemeng	&	Ofosu-Adarkwa,	2023;	Peeters,	
2022;	Lah	&	Kotnik,	2024),	dan	menunjukkan	bahwa	digitalisasi	dapat	menciptakan	
bentuk	 baru	 dari	 beban	 administratif	 apabila	 tidak	 diimbangi	 dengan	
penyederhanaan	proses	dan	desain	layanan	yang	berorientasi	pada	pengguna.	

Dari	32	artikel	yang	dianalisis	dalam	SLR	ini	(di	mana	15	diantaranya	disajikan	
dalam	 tabel),	 pola	 besar	 yang	 muncul	 adalah	 bahwa	 penerapan	 e-government,	
kapasitas	 SDM,	 budaya	 organisasi	 birokrasi,	 dan	 efektivitas	 birokrasi	 saling	 terkait	
secara	erat.	E-government	terbukti	mampu	mendorong	birokrasi	menjadi	lebih	efisien	
dan	 responsif,	 tetapi	 dampaknya	 sangat	 bergantung	 pada	 kesiapan	 sumber	 daya	
manusia	 dan	 kemampuan	 birokrasi	 beradaptasi	 secara	 kultural.	 Temuan-temuan	
tersebut	menjadi	dasar	bagi	pembahasan	lanjutan	mengenai	hubungan	antarvariabel	
dan	pengembangan	model	konseptual	dalam	penelitian	Anda.	
	
Pembahasan		
Penerapan	E-Government	dalam	Birokrasi	

Hasil	 sintesis	 terhadap	 32	 artikel	 menunjukkan	 bahwa	 implementasi	 e-
government	berkembang	pesat	sebagai	strategi	transformasi	digital	dalam	birokrasi	
modern.	 Wirtz	 &	 Müller	 (2023)	 menegaskan	 bahwa	 integrasi	 sistem	 digital	 dan	
interoperabilitas	 antarinstansi	 merupakan	 prasyarat	 fundamental	 keberhasilan	 e-
government.	 Penerapan	 e-government	 tidak	 lagi	 dipahami	 sebagai	 digitalisasi	
sederhana	dari	proses	layanan	tradisional,	tetapi	sebagai	upaya	transformasional	yang	
menuntut	 perubahan	 struktur	 kerja,	 pemangkasan	 prosedur	 manual,	 serta	
peningkatan	kualitas	koordinasi	lintas	lembaga.	

Banyak	 studi	 lain	 memperkuat	 gagasan	 ini.	 Yang,	 Gu,	 &	 Albitar	 (2024)	
menunjukkan	 bahwa	 tingkat	 transformasi	 digital	 yang	 tinggi	 berkorelasi	 positif	
dengan	 efisiensi	 pemerintah,	 terutama	 dalam	 mempercepat	 arus	 informasi	 antar-
departemen.	 Studi	 Alfiero	 et	 al.	 (2021)	 menunjukkan	 bahwa	 e-government	 juga	
mendorong	 peningkatan	 transparansi	 fiskal	 melalui	 portal	 digital	 yang	 lebih	
akuntabel.	 Hal	 ini	 membuktikan	 bahwa	 e-government	 berperan	 dalam	 membuka	
akses	informasi	publik	yang	sebelumnya	sulit	diakses.	

Namun	 demikian,	 implementasi	 e-government	 tetap	 menghadapi	 sejumlah	
hambatan	 struktural.	 Mustafa	 et	 al.	 (2022)	 menemukan	 bahwa	 sebagian	 besar	
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birokrasi	 di	 negara	 berkembang	 masih	 memiliki	 struktur	 organisasi	 yang	 rigid	
sehingga	menyulitkan	 integrasi	digital.	Tangi	et	al.	 (2020)	 juga	menekankan	bahwa	
hambatan	 teknis	 seperti	 keterbatasan	 infrastruktur,	 keamanan	 data,	 dan	 silo	
organisasi	 menghambat	 efektivitas	 implementasi	 e-government.	 Temuan	 ini	
menunjukkan	 bahwa	 e-government	 bukan	 sekadar	 persoalan	 teknologi,	 tetapi	 juga	
tantangan	tata	kelola,	regulasi,	dan	kesiapan	institusional.	

Secara	 keseluruhan,	 dari	 32	 artikel,	 22	 artikel	 secara	 eksplisit	 mendukung	
bahwa	 e-government	 mendorong	 efisiensi,	 efektivitas,	 dan	 transparansi,	 tetapi	 10	
artikel	 lainnya	mengingatkan	bahwa	 implementasi	 tanpa	kesiapan	 struktural	dapat	
menghasilkan	beban	administratif	digital	baru	(Lah	&	Kotnik,	2024;	Peeters,	2022).	

Ini	 menunjukkan	 bahwa	 e-government	 adalah	 peluang	 sekaligus	 tantangan,	
tergantung	pada	kesiapan	birokrasi	dalam	mengadopsinya.	

	
Peran	Kapasitas	Sumber	Daya	Manusia	(SDM)	

Dari	32	artikel	yang	dianalisis,	18	artikel	menempatkan	kapasitas	SDM	sebagai	
faktor	 paling	 kritis	 dalam	 keberhasilan	 e-government.	 Chatfield	 &	 Reddick	 (2022)	
secara	 tegas	menemukan	bahwa	kompetensi	digital	pegawai	publik	adalah	penentu	
utama	 apakah	 teknologi	 digital	 dapat	 digunakan	 secara	 efektif.	 Bahkan	 dengan	
ketersediaan	 infrastruktur	 yang	 baik,	 sistem	 e-government	 sering	 gagal	 mencapai	
tujuan	karena	pegawai	tidak	memiliki	kecakapan	dalam	mengoperasikan	sistem	atau	
memahami	proses	kerja	digital.	

Kapasitas	 SDM	 tidak	 hanya	 mencakup	 keterampilan	 teknis,	 tetapi	 juga	
mencakup	kemampuan	adaptasi,	kreativitas,	dan	pemahaman	atas	proses	manajemen	
data.	 Janssen	&	 van	 der	 Voort	 (2021)	menjelaskan	 bahwa	 birokrasi	 yang	memiliki	
pegawai	 dengan	 kemampuan	 berpikir	 adaptif	 lebih	 cepat	mengintegrasikan	 sistem	
digital.	Hal	ini	diperkuat	oleh	temuan	Almeida	&	Figueiredo	(2021)	yang	menunjukkan	
bahwa	kompetensi	 digital	 berkontribusi	 secara	 signifikan	 terhadap	persepsi	 publik	
terhadap	kualitas	layanan	digital.	

Di	 Indonesia,	 studi	 Nurdin	 et	 al.	 (2020)	 dan	 Setyowati	 &	 Sari	 (2021)	
menunjukkan	 bahwa	 keterbatasan	 kompetensi	 aparatur	 menjadi	 hambatan	 paling	
umum	dalam	adopsi	e-government	di	pemerintah	daerah.	Mereka	menemukan	bahwa	
resistensi	 pegawai	 terhadap	 perubahan	 digital	 sering	 disebabkan	 oleh	 rendahnya	
literasi	digital,	ketakutan	akan	penilaian	kinerja	berbasis	data,	dan	ketidakpahaman	
terhadap	manfaat	sistem	digital.	

Sebaliknya,	 organisasi	 publik	 yang	 berinvestasi	 dalam	 pelatihan	 dan	
pengembangan	 kapasitas	 SDM	menunjukkan	 peningkatan	 signifikan	 dalam	 kinerja	
layanan	digital.	Studi	Mutiarin	et	al.	(2024)	bahkan	menyatakan	bahwa	peningkatan	
kapasitas	 SDM	 merupakan	 elemen	 inti	 dalam	 memperkuat	 agile	 governance	 di	
Indonesia.	

Dengan	 demikian,	 kapasitas	 SDM	 dapat	 disimpulkan	 sebagai	 fondasi	 utama	
transformasi	digital,	karena	teknologi	hanya	akan	efektif	apabila	pengguna	(pegawai)	
dapat	memanfaatkannya	secara	optimal.	

	
Budaya	Organisasi	sebagai	Penentu	Utama	

Budaya	 organisasi	menjadi	 temuan	 paling	 konsisten	 dalam	 literatur	 sebagai	
penentu	 keberhasilan	 atau	 kegagalan	 e-government.	 Dari	 32	 artikel,	 21	 artikel	
menyoroti	budaya	birokrasi	sebagai	faktor	kunci.	Ohemeng	&	Ofosu-Adarkwa	(2023)	
menekankan	 bahwa	 budaya	 birokrasi	 yang	 hierarkis,	 kaku,	 dan	 prosedural	
menciptakan	 resistensi	 perubahan	yang	 signifikan.	Ketika	pegawai	 terbiasa	dengan	
pola	 kerja	 top-down,	 mereka	 cenderung	 enggan	 mencoba	 inovasi	 atau	 menerima	
otomatisasi	proses.	

Temuan	 serupa	 ditemukan	 dalam	 konteks	 Indonesia.	 Studi	 Hidayati	 et	 al.	
(2023)	 menunjukkan	 bahwa	 budaya	 birokrasi	 yang	 masih	 sarat	 formalitas	 dan	
rigiditas	menghambat	implementasi	e-government,	terutama	dalam	aspek	koordinasi	
antarunit.	 Murdhani	 (2025)	 menegaskan	 bahwa	 digital	 governance	 hanya	 dapat	
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berjalan	apabila	birokrasi	bersedia	memodifikasi	budaya	organisasinya	menjadi	lebih	
terbuka,	kolaboratif,	dan	adaptif	terhadap	perubahan.	

Sebaliknya,	 birokrasi	 yang	 memiliki	 budaya	 organisasi	 positif—yang	
mengutamakan	inovasi,	kolaborasi,	dan	pembelajaran—memiliki	tingkat	keberhasilan	
e-government	 yang	 lebih	 tinggi.	 Mergel	 et	 al.	 (2021)	 menunjukkan	 bahwa	 budaya	
inovatif	memperkuat	kemampuan	organisasi	untuk	bereksperimen	dengan	teknologi	
baru,	 mempercepat	 siklus	 kebijakan,	 dan	 menciptakan	 layanan	 publik	 yang	 lebih	
responsif.	

Fakta	 ini	menunjukkan	bahwa	digitalisasi	memerlukan	 transformasi	budaya,	
bukan	 hanya	 transformasi	 teknologi.	 Tanpa	 perubahan	 budaya,	 e-government	
cenderung	menjadi	sistem	yang	mahal	tetapi	tidak	efektif.	
	
Efektivitas	Birokrasi	sebagai	Outcome	Strategis	

Efektivitas	birokrasi	menjadi	indikator	akhir	dari	implementasi	e-government.	
Dari	 32	 artikel,	 25	 artikel	menjelaskan	 bahwa	 e-government	memberikan	 dampak	
positif	 terhadap	 efektivitas	 birokrasi	 apabila	 didukung	 oleh	 SDM	 dan	 budaya	
organisasi	 yang	 memadai.	 Janssen	 &	 van	 der	 Voort	 (2021)	 menemukan	 bahwa	
birokrasi	 yang	 berhasil	 mengadopsi	 teknologi	 digital	 mengalami	 peningkatan	
responsivitas,	 pengurangan	 beban	 administrasi,	 dan	 peningkatan	 kualitas	 layanan	
publik.	

Studi	lain	seperti	Pereira	et	al.	(2022)	dan	Almeida	et	al.	(2023)	menemukan	
bahwa	e-government	meningkatkan	efisiensi	operasional	dengan	memangkas	proses	
panjang	 yang	 tidak	 perlu,	 serta	 memperbaiki	 manajemen	 data	 antar	 instansi.	
Efektivitas	 birokrasi	 tidak	 hanya	 dilihat	 dari	 output	 layanan,	 tetapi	 juga	 dari	
perubahan	pola	kerja	internal,	kemampuan	koordinasi,	serta	pengambilan	keputusan	
yang	lebih	berbasis	data.	

Dalam	 konteks	 negara	 berkembang,	 hasil	 studi	 Omweri	 (2024)	menegaskan	
bahwa	efektivitas	e-government	sangat	dipengaruhi	oleh	stabilitas	kebijakan,	kualitas	
infrastruktur	digital,	dan	kapasitas	kelembagaan.	Oleh	karena	itu,	efektivitas	birokrasi	
merupakan	 outcome	 kompleks	 yang	 memerlukan	 pendekatan	 holistik	 dalam	
implementasi	e-government.	

	
Sinergi	Antarvariabel:	Teknologi	–	SDM	–	Budaya	Organisasi	

Sintesis	dari	32	artikel	yang	dianalisis	dalam	kajian	 ini	menunjukkan	bahwa	
keberhasilan	 implementasi	 e-government	 tidak	 hanya	 dipengaruhi	 oleh	 kesiapan	
teknologi,	tetapi	juga	sangat	ditentukan	oleh	bagaimana	teknologi	tersebut	dipadukan	
dengan	kapasitas	sumber	daya	manusia	(SDM)	dan	budaya	organisasi	birokrasi.	Ketiga	
variabel	ini	membentuk	sebuah	sistem	yang	saling	terhubung	dan	saling	menguatkan,	
di	 mana	 kelemahan	 pada	 salah	 satu	 aspek	 berpotensi	 menghambat	 keseluruhan	
proses	transformasi	digital.	

Pertama,	 teknologi	 berperan	 sebagai	 fondasi	 utama	 yang	 menyediakan	
infrastruktur	digital,	sistem	informasi,	platform	layanan,	serta	berbagai	aplikasi	yang	
digunakan	dalam	penyelenggaraan	pemerintahan.	Namun,	 teknologi	pada	dasarnya	
bersifat	netral;	kebermanfaatannya	sangat	bergantung	pada	bagaimana	ia	digunakan.	
Beberapa	 studi	menekankan	 bahwa	 investasi	 pada	 infrastruktur	 digital	 tidak	 akan	
memberikan	hasil	maksimal	jika	tidak	diiringi	dengan	kesiapan	SDM	dan	kemampuan	
organisasi	untuk	beradaptasi.	Dengan	kata	lain,	teknologi	tidak	dapat	berdiri	sendiri	
sebagai	 pendorong	 perubahan,	 melainkan	 membutuhkan	 dukungan	 sistemik	 dari	
aktor	dan	struktur	organisasi.	

Kedua,	 SDM	menjadi	 elemen	 sentral	 karena	 pegawai	 lah	 yang	menjalankan,	
mengoperasikan,	dan	memanfaatkan	teknologi	tersebut	dalam	pekerjaan	sehari-hari.	
Banyak	 penelitian	menyoroti	 bahwa	 keterampilan	 digital	 yang	 rendah	 tidak	 hanya	
menghambat	 penggunaan	 sistem,	 tetapi	 juga	 menimbulkan	 resistensi	 terhadap	
perubahan.	SDM	yang	tidak	memiliki	literasi	digital	yang	memadai	cenderung	melihat	
teknologi	 sebagai	 beban	 tambahan,	 bukan	 sebagai	 alat	 penyederhana	 proses.	
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Sebaliknya,	 pegawai	 dengan	 kompetensi	 digital	 tinggi	 dapat	 mengintegrasikan	
teknologi	 dalam	 proses	 kerja	 secara	 kreatif,	 efisien,	 dan	 inovatif.	 Ini	menunjukkan	
bahwa	kualitas	SDM	mencerminkan	kemampuan	birokrasi	dalam	merespons	tuntutan	
digitalisasi.	

Ketiga,	 budaya	 organisasi	 berfungsi	 sebagai	 “perekat”	 yang	 menentukan	
apakah	inovasi	dan	teknologi	dapat	digunakan	secara	optimal	dalam	birokrasi.	Budaya	
organisasi	 yang	 adaptif,	 kolaboratif,	 dan	 terbuka	 terhadap	 perubahan	 akan	
memfasilitasi	adopsi	teknologi	dengan	lebih	cepat.	Lingkungan	kerja	yang	mendukung	
pembelajaran,	 eksperimentasi,	 dan	 berbagi	 pengetahuan	 akan	 memperkuat	
kemampuan	SDM	dalam	mengoperasikan	teknologi	serta	menyesuaikan	proses	kerja.	
Sebaliknya,	 budaya	 yang	 kaku,	 hierarkis,	 dan	 sarat	 prosedur	 justru	 menjadi	
penghambat	 utama	 implementasi	 e-government	 karena	 menciptakan	 resistensi,	
ketidakpercayaan	 terhadap	 teknologi,	 serta	 ketergantungan	 pada	 model	 kerja	
tradisional.	

Hasil	SLR	menunjukkan	bahwa	kegagalan	implementasi	e-government	hampir	
selalu	 terjadi	 ketika	 salah	 satu	dari	 ketiga	 faktor	 tersebut	 lemah,	 khususnya	dalam	
konteks	 negara	 berkembang	 di	 mana	 kemampuan	 adaptasi	 budaya	 organisasi	 dan	
keterampilan	 SDM	 sering	 kali	 menjadi	 tantangan	 utama.	 Banyak	 proyek	 digital	
mengalami	 underperformance	 meskipun	 teknologi	 yang	 digunakan	 sangat	 canggih,	
karena	tidak	ada	dukungan	budaya	kerja	atau	tidak	ada	kapasitas	SDM	yang	memadai	
untuk	mengelolanya.	Kondisi	 ini	mempertegas	bahwa	transformasi	digital	birokrasi	
tidak	dapat	dicapai	melalui	pendekatan	parsial	atau	sekadar	pengadaan	teknologi.	

Dengan	 demikian,	 implementasi	 e-government	 membutuhkan	 pendekatan	
sistemik	dan	kolaboratif,	di	mana	teknologi,	manusia,	dan	organisasi	harus	bergerak	
dalam	satu	arah	dan	saling	melengkapi.	Sinergi	antara	ketiganya	menjadi	kunci	utama	
dalam	menciptakan	birokrasi	yang	efektif,	responsif,	dan	berorientasi	pada	pelayanan	
publik	di	era	digital.	Upaya	 transformasi	digital	akan	mencapai	hasil	optimal	ketika	
pemerintah	 tidak	 hanya	 berfokus	 pada	 investasi	 teknologi,	 tetapi	 juga	 melakukan	
peningkatan	kapasitas	SDM	secara	berkelanjutan	serta	melakukan	reformasi	budaya	
organisasi	 untuk	 menciptakan	 ekosistem	 internal	 yang	 mampu	 menyokong	
keberlanjutan	inovasi.	
	
	

4. Simpulan	
Penelitian	ini	bertujuan	untuk	menganalisis	tantangan	dan	peluang	penerapan	

e-government	 dalam	 mewujudkan	 birokrasi	 yang	 efektif	 melalui	 kajian	 literatur	
sistematis	terhadap	32	artikel	utama.	Berdasarkan	hasil	analisis,	dapat	disimpulkan	
bahwa	 penerapan	 e-government	 terbukti	 menjadi	 salah	 satu	 instrumen	 strategis	
dalam	 transformasi	 birokrasi	 modern.	 E-government	 mampu	 meningkatkan	
efektivitas	birokrasi	melalui	percepatan	 layanan,	 integrasi	 informasi	 lintas	 instansi,	
peningkatan	 transparansi,	 serta	 pengurangan	 beban	 administratif	 yang	 selama	 ini	
menghambat	proses	kerja	pemerintahan.	

Namun,	 keberhasilan	 e-government	 tidak	 berdiri	 sendiri.	 Efektivitas	
implementasi	sangat	ditentukan	oleh	dua	faktor	kunci	lainnya,	yaitu	kapasitas	sumber	
daya	manusia	(SDM)	dan	budaya	organisasi	birokrasi.	Kapasitas	SDM	menjadi	fondasi	
utama	karena	pegawai	merupakan	pengguna	dan	penggerak	utama	teknologi	digital.	
Tanpa	 kompetensi	 digital	 yang	 memadai,	 sistem	 e-government	 tidak	 akan	
memberikan	 dampak	 signifikan.	 Demikian	 pula,	 budaya	 organisasi	 yang	 kaku,	
hierarkis,	 dan	 resistif	 terhadap	 inovasi	 menjadi	 hambatan	 besar	 dalam	 proses	
digitalisasi	 birokrasi.	 Sebaliknya,	 budaya	 yang	 adaptif,	 kolaboratif,	 dan	 inovatif	
menumbuhkan	lingkungan	yang	mendukung	transformasi	digital	berjalan	optimal.	
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Secara	 keseluruhan,	 tujuan	 penelitian	 ini	 telah	 tercapai.	 Kajian	 literatur	 ini	
menunjukkan	 bahwa	 efektivitas	 birokrasi	 dalam	 era	 digital	 memerlukan	 sinergi	
antara	teknologi,	SDM,	dan	budaya	organisasi.	E-government	memiliki	potensi	besar	
untuk	 mendorong	 reformasi	 birokrasi,	 tetapi	 keberhasilannya	 bergantung	 pada	
kesiapan	dan	keselarasan	ketiga	aspek	tersebut.	

Penelitian	 ini	 memberikan	 kontribusi	 teoretis	 dengan	 memperkuat	 model	
konseptual	 yang	 menempatkan	 e-government	 sebagai	 variabel	 strategis	 dalam	
efektivitas	birokrasi,	tetapi	harus	dipahami	dalam	konteks	ekosistem	organisasi	yang	
lebih	 luas.	 Hasil	 kajian	 menunjukkan	 bahwa	 e-government	 bukan	 hanya	 sebuah	
inovasi	 teknologi,	 melainkan	 bagian	 dari	 transformasi	 organisasi	 yang	 melibatkan	
faktor	manusia,	budaya,	dan	struktur	kelembagaan.	Temuan	 ini	memperkaya	 teori-
teori	mengenai	transformasi	digital	sektor	publik,	khususnya	dengan	mengonfirmasi	
bahwa	 keberhasilan	 digitalisasi	 tidak	 dapat	 dilepaskan	 dari	 interaksi	 antara	
technology	 readiness,	 human	 capability,	 dan	 organizational	 culture.	 Selain	 itu,	
penelitian	 ini	 menguatkan	 literatur	 sebelumnya	 bahwa	 digitalisasi	 tidak	 otomatis	
menghasilkan	efisiensi	tanpa	perubahan	tata	kelola	dan	budaya	kerja	birokrasi.	

Secara	 praktis,	 penelitian	 ini	 memberikan	 beberapa	 implikasi	 penting	 bagi	
pemerintah	 dan	 pembuat	 kebijakan.	 Pertama,	 program	 transformasi	 digital	 harus	
disertai	dengan	upaya	peningkatan	kapasitas	SDM	melalui	pelatihan	 literasi	digital,	
penguatan	 kompetensi	 teknologi,	 serta	 pembentukan	 tim	 khusus	 yang	 kompeten	
dalam	 manajemen	 teknologi	 informasi.	 Kedua,	 pemerintah	 perlu	 melakukan	
reformasi	 budaya	 birokrasi	 melalui	 pendekatan	 change	 management	 untuk	
menumbuhkan	 budaya	 kerja	 yang	 lebih	 terbuka,	 adaptif,	 dan	 kolaboratif.	 Ketiga,	
implementasi	e-government	hendaknya	tidak	hanya	fokus	pada	pengadaan	teknologi,	
tetapi	juga	pada	penyederhanaan	proses	bisnis,	integrasi	layanan	antarinstansi,	serta	
peningkatan	 tata	 kelola	 keamanan	 data.	 Dengan	 demikian,	 pemerintah	 dapat	
memastikan	 e-government	 tidak	 hanya	 menjadi	 simbol	 modernisasi,	 tetapi	 juga	
menghasilkan	peningkatan	layanan	publik	yang	nyata.	

Penelitian	 ini	memiliki	 beberapa	 batasan	 yang	 perlu	 diperhatikan.	 Pertama,	
sumber	 data	 terbatas	 pada	 artikel	 ilmiah	 yang	 dipublikasikan	 pada	 rentang	 tahun	
2019–2024	dan	hanya	mencakup	32	artikel	utama	yang	memenuhi	kriteria	PRISMA.	
Dengan	demikian,	meskipun	kajian	dilakukan	secara	sistematis,	masih	dimungkinkan	
terdapat	studi	lain	yang	relevan	namun	tidak	terjaring	dalam	proses	seleksi.	Kedua,	
penelitian	ini	sepenuhnya	berbasis	kajian	literatur	dan	tidak	melakukan	uji	empiris	
atau	 pengumpulan	 data	 primer	 sehingga	 temuan	 bergantung	 pada	 kualitas	 dan	
konteks	masing-masing	artikel	yang	dianalisis.	Ketiga,	 sebagian	artikel	berasal	dari	
konteks	negara	berkembang	dan	negara	maju	yang	memiliki	karakteristik	birokrasi	
berbeda,	sehingga	tingkat	generalisasi	temuan	perlu	dilakukan	dengan	kehati-hatian,	
terutama	dalam	konteks	implementasi	e-government	di	Indonesia.	

Penelitian	mendatang	disarankan	untuk	memperluas	sumber	literatur	dengan	
memasukkan	 lebih	 banyak	 artikel	 dari	 berbagai	 konteks	 negara	 agar	 dapat	
memberikan	 gambaran	 yang	 lebih	 komparatif	 tentang	 penerapan	 e-government	
dalam	berbagai	sistem	birokrasi.	Selain	itu,	penelitian	empiris	menggunakan	metode	
survei,	 wawancara,	 atau	 mixed-method	 perlu	 dilakukan	 untuk	 menguji	 hubungan	
antarvariabel	secara	lebih	mendalam,	khususnya	peran	moderasi	budaya	organisasi	
dan	kapasitas	SDM	dalam	efektivitas	implementasi	e-government.	
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Pemerintah	 perlu	 mengembangkan	 program	 peningkatan	 kapasitas	 digital	
secara	 berkelanjutan	 bagi	 aparatur	 sipil	 negara,	 termasuk	 merancang	 kurikulum	
literasi	 digital	 yang	 relevan	 dengan	 kebutuhan	 kerja.	 Reformasi	 budaya	 organisasi	
juga	perlu	diperkuat	melalui	kebijakan	internal	yang	mendukung	kolaborasi,	inovasi,	
dan	 fleksibilitas	 kerja.	 Selain	 itu,	 pemerintah	 perlu	 memastikan	 bahwa	 investasi	
teknologi	diiringi	dengan	perbaikan	proses	bisnis	dan	penguatan	keamanan	data	agar	
implementasi	e-government	dapat	berjalan	lebih	optimal.	Akhirnya,	pengembangan	e-
government	 hendaknya	 melibatkan	 masyarakat	 dan	 pemangku	 kepentingan	 lain	
dalam	proses	evaluasi	sehingga	layanan	digital	benar-benar	sesuai	dengan	kebutuhan	
pengguna.	
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